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Abstrak

Meningkatnya praktik jual beli hewan melalui online shop merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital
dan e-commerce di Indonesia. Perdagangan hewan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke
platform digital, sehingga mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Namun, di sisi lain, fenomena ini
menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait pemenuhan standar kesejahteraan hewan dalam proses distribusi.
Dalam praktiknya, banyak proses pengemasan dan pengangkutan hewan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor
95 Tahun 2012. Akibatnya, hewan sering mengalami stres, luka, gangguan kesehatan, bahkan kematian selama proses
pengiriman, yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku distribusi hewan melalui online shop yang tidak
memenuhi standar kesejahteraan hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif
untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pidana yang berlaku dengan praktik distribusi hewan dalam transaksi digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pelaku usaha dalam pengemasan, pengangkutan, serta pemilihan jasa
ekspedisi yang tidak sesuai dengan standar kesejahteraan hewan dapat memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan
maupun pelanggaran kewajiban pemenuhan kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kekosongan
norma hukum yang secara khusus mengatur distribusi hewan dalam transaksi digital, sehingga menyebabkan penegakan
hukum terhadap pelanggaran tersebut belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Distribusi Hewan, Online Shop, Kesejahteraan Hewan.
1. Latar Belakang

Distribusi online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan merupakan aktivitas
penyaluran atau pengiriman hewan melalui platform daring tanpa memperhatikan ketentuan perlindungan dan
pemeliharaan hak-hak hewan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Aktivitas distribusi yang lalai memperhatikan standar ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan,
antara lain risiko terjadinya pengabaian kesejahteraan hewan selama proses pengemasan, pengangkutan, hingga
pengantaran kepada konsumen akhir. Jual beli hewan secara daring di aplikasi seperti Shopee umumnya hanya
berfokus pada aspek transaksi dan pelayanan antara penjual dan pembeli, namun seringkali mengabaikan aspek
kesehatan fisik dan psikologis hewan yang didistribusikan oleh Di sisi lain, bahwa kematian satwa dalam sektor
ekspedisi di Indonesia masih cukup tinggi, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penerapan standar
kesejahteraan hewan pada proses pengiriman melalui jasa ekspedisi, termasuk yang dilakukan oleh pelaku online
shop.

Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan dan perhatian pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan,
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UURI 18/2009 jo.
UURI 41/2014), terkait dengan perlindungan hewan dalam proses distribusi melalui platform daring. Kondisi
demikian menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat
dalam distribusi online, agar tidak hanya transaksi yang berjalan lancar, namun hak-hak dan kesejahteraan
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hewan juga tetap terjaga. Dengan demikian, implementasi standar kesejahteraan hewan dalam distribusi melalui
online shop merupakan hal yang fundamental agar praktik perdagangan hewan secara daring tidak menimbulkan
pelanggaran norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketidaksesuaian distribusi online shop terhadap standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan erat kaitannya
dengan lemahnya instrumen pengawasan serta belum optimalnya penerapan aspek legalitas oleh para pelaku
usaha daring. Penganiayaan hewan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, termasuk dalam bentuk
pengangkutan yang tidak memenuhi standar, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UURI
1/2023) maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PPRI/95/2012). Namun, realitas di lapangan kerap
memperlihatkan praktik pengiriman hewan yang tidak layak misalnya, penggunaan kemasan yang tidak sesuai
atau penundaan dalam proses pengiriman yang menyebabkan hewan rentan mengalami stres, cidera, hingga
kematian, seperti yang juga disampaikan Wibowo dan Widiawati (2021) dalam kajian mereka mengenai
kematian satwa pada sektor ekspedisi.

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di
tingkat praktik distribusi online, di mana instrumen hukum sering kali hanya bersifat normatif dan penegakannya
tidak berjalan efektif. Tidak jarang, pelaku usaha maupun penyedia jasa ekspedisi berdalih pada kendala teknis
atau belum adanya standar operasional prosedur yang baku dalam penanganan pengiriman hewan hidup secara
online. Akibatnya, hewan sebagai objek distribusi tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana
mestinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi online shop yang tidak memenuhi standar
Undang-Undang Kesejahteraan Hewan merupakan fenomena yang memerlukan atensi serius dari aspek regulasi,
pengawasan, hingga implementasi di lapangan agar hak-hak hewan betul-betul terlindungi dalam setiap proses
distribusi daring.

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implikasi distribusi pada online
shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, peneliti telah melakukan penelusuran
berbagai studi terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi kecenderungan, permasalahan, serta solusi yang
pernah diusulkan berkaitan dengan praktik distribusi hewan secara daring. Hasil penelusuran tersebut
memperlihatkan bahwa isu utama yang dihadapi dalam distribusi hewan melalui platform online tidak hanya
terletak pada eksekusi distribusi yang lemah, tetapi juga dalam keterbatasan norma hukum yang dapat
diimplementasikan secara konsisten pada praktik di lapangan. Salah satu penelitian Muhammad Aziz Dzikri
(2020) menyoroti aspek jual beli hewan secara online di aplikasi Shopee dengan fokus pada perspektif hukum
Islam, yang pada gilirannya menegaskan perlunya kejelasan kepatuhan terhadap ketentuan keadilan serta
kemashlahatan hewan sebagai objek transaksi digital.

Penelitian serupa oleh Wibowo dan Widiawati (2021) mengkaji peristiwa kematian satwa yang disebabkan oleh
prosedur ekspedisi yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan, menemukan adanya korelasi antara
kelalaian operasional dengan tingkat kematian satwa dalam proses distribusi di Indonesia. Sementara itu, tindak
penganiayaan hewan berdasarkan KUHP dan PP 95 Tahun 2012, di mana distribusi yang melanggar prosedur
termasuk kategori yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha maupun pihak
ekspedisi. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa ketidakselarasan antara regulasi normatif dengan praktik
distribusi daring menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak hewan
dalam distribusi online . Meskipun demikian, masing-masing studi terdahulu cenderung menyoroti aspek
spesifik, seperti hukum Islam, aspek operasional ekspedisi, atau tinjauan yuridis normatif, sementara penelitian
saat ini lebih terfokus pada sinergi antara kecacatan distribusi yang terjadi di online shop dan bentuk
pertanggungjawaban pidana yang dapat disematkan dalam konteks Undang-Undang Kesejahteraan Hewan.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menutupi kekosongan literatur mengenai keterkaitan
langsung antara distribusi hewan melalui platform digital dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang
holistik.

Lebih lanjut, kekosongan literatur terkait distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-
Undang Kesejahteraan Hewan, sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, menjadi landasan bagi
urgensi penelitian ini, mengingat konsekuensi hukum dan dampak faktual yang timbul akibat praktik distribusi
yang belum sepenuhnya terkawal oleh regulasi positif. Dalam konteks studi yang telah dilakukan sebelumnya,
pembahasan mengenai distribusi online shop mendapati titik lemah pada ketidakjelasan instrumen regulasi
spesifik yang mampu mengatur tata kelola pengiriman hewan secara komprehensif, sebagaimana tercermin pada
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penelitian Dzikri (2020) yang belum menjangkau aspek pertanggungjawaban pidana. Penelitian Wibowo dan
Widiawati (2021) memang menyoroti akibat buruk distribusi yakni kematian satwa namun lebih menekankan
aspek dampak faktual tanpa mengulas keterkaitan dengan sanksi hukum. Sementara itu, Fandy (2022)
memfokuskan pembahasannya pada analisis normatif tindak penganiayaan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun tidak menyoroti secara detail prosedur serta bentuk pertanggungjawaban pada
ranah distribusi digital.

Dengan demikian, terdapat gap di antara studi-studi terdahulu, di mana belum ditemukan penelitian yang secara
tuntas mengeksplorasi bagaimana mekanisme distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana dalam norma hukum yang berlaku. Berangkat dari celah-celah keilmuan
inilah, penelitian ini mengambil posisi strategis untuk menganalisis keterkaitan distribusi hewan pada platform
daring dengan bentuk akuntabilitas hukum secara integral, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan
ilmiah sekaligus pertimbangan dalam pembaruan kebijakan maupun implementasi di sektor distribusi hewan
online ke depannya.

Gap di antara studi-studi terdahulu terkait distribusi hewan melalui platform daring semakin menyoroti urgensi
pengkajian mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran
standar kesejahteraan hewan dalam konteks distribusi tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hal distribusi
hewan melalui online shop merupakan instrumen yuridis yang mengatur pencegahan dan penindakan atas
perbuatan melawan hukum, khususnya apabila pelaku distribusi secara sengaja atau karena kelalaian tidak
memenuhi persyaratan esensial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan.
Kompleksitas fenomena ini semakin relevan dengan kemunculan praktik distribusi digital, di mana pergeseran
pola transaksi dan pengawasan menghadirkan tantangan nyata terhadap perlindungan hak-hak satwa serta
kepastian hukum bagi para pelaku distribusi. Permasalahan utama yang muncul ialah belum adanya parameter
yuridis yang secara rinci mendefinisikan bentuk pelanggaran, proses pembuktian, hingga sanksi pidana yang
proporsional atas pelanggaran distribusi hewan pada ruang digital, sehingga celah hukum ini berpotensi
menimbulkan impunitas pelaku dan berulangnya praktik distribusi yang tidak manusiawi.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana memerlukan pendekatan sistematis dengan menelaah unsur-unsur
subjektif dan objektif dalam tindak pidana, menimbang aspek intent (niat jahat atau kesengajaan) maupun
negligence (kelalaian) yang melatarbelakangi kegagalan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada
distribusi  hewan di platform daring. Oleh sebab itu, elaborasi lebih lanjut mengenai dimensi
pertanggungjawaban pidana sangat esensial dalam membangun kerangka kebijakan dan juga menjadi rujukan
dalam pelaksanaan penegakan hukum secara efektif, sehingga distribusi hewan melalui online shop dapat
berjalan bukan saja secara efisien, namun juga mengindahkan supreme principle perlindungan kesejahteraan
satwa sebagaimana diatur dalam norma positif yang berlaku. Sementara itu, pengintegrasian perspektif hukum
progresif serta norma etik distribusi dinilai penting dalam mengembangkan konsep pertanggungjawaban yang
dapat memberikan efek jera baik secara preventif maupun represif demi memastikan praktik distribusi digital
berjalan selaras dengan esensi keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan hewan sebagaimana ditekankan dalam
peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan urgensi pengintegrasian perspektif hukum progresif serta norma etik distribusi yang telah
diuraikan sebelumnya, sangat mungkin bahwa pertanggungjawaban pidana distribusi hewan memegang peranan
krusial dalam menekan praktik distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang
Kesejahteraan Hewan. Keterhubungan langsung antara efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana
dengan tingkat kepatuhan para pelaku distribusi terhadap ketentuan perlindungan satwa menandakan adanya
kemungkinan yang cukup signifikan bahwa penguatan instrumen yuridis ini dapat memberikan dampak positif
berupa penurunan insiden pelanggaran kesejahteraan hewan dalam lingkup transaksi digital. Namun demikian,
tidak dapat diabaikan bahwa peluang terjadinya pengaruh negatif pun tetap ada bilamana konstruksi
pertanggungjawaban pidana tidak disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta
dukungan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika distribusi daring, yang pada akhirnya dapat memicu
timbulnya praktik-praktik elusif maupun penyimpangan prosedur hukum.

Dengan demikian, seberapa besar kemungkinan pertanggungjawaban pidana berperan positif bergantung pula
pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu memberikan parameter sanksi yang adil dan efektif
untuk menimbulkan efek jera yang sejalan dengan tujuan perlindungan kesejahteraan hewan. Risiko terjadinya
impunitas masih membayangi jika proses pembuktian ataupun penegakan hukum mengalami stagnasi, sehingga
tingkat keberhasilan instrumen pertanggungjawaban pidana dalam menekan pelanggaran distribusi sangat erat
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kaitannya dengan kapasitas otoritas penegak hukum, kematangan aturan yang berlaku, serta kesadaran hukum
para pelaku industri. Oleh sebab itu, kemungkinan keberhasilan pertanggungjawaban pidana dalam
menghasilkan tata kelola distribusi hewan yang menjunjung tinggi standar kesejahteraan tidak hanya sangat
mungkin tercapai jika seluruh elemen sistem penegakan hukum bersinergi, tetapi juga tetap menyisakan potensi
kegagalan apabila terdapat celah dalam implementasi di lapangan. Sinergitas multidisipliner antara instrumen
yuridis, pengawasan berbasis teknologi, hingga upaya edukasi masyarakat menjadi faktor penentu dominan yang
memperbesar kemungkinan positif pertanggungjawaban pidana dalam praktik distribusi hewan di ranah digital,
sekaligus menekan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat lemahnya infrastruktur hukum maupun
kurangnya kepatuhan pelaku usaha.

Oleh karena itu, langkah berikutnya yang sangat relevan untuk diambil adalah merumuskan tujuan penelitian ini
secara terukur, vyaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis efektivitas instrumen
pertanggungjawaban pidana terhadap distribusi hewan pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-
Undang Kesejahteraan Hewan, demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap pelaku distribusi
dan perlindungan optimal bagi hewan sebagai subjek hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada
kontribusinya dalam memperjelas hubungan kausal antara penerapan sanksi pidana yang tegas dan penguatan
regulasi dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, yang selama ini kerap diabaikan oleh praktik distribusi
daring yang cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi semata. Dengan memberikan argumentasi serta
analisis mendalam, riset ini juga memproyeksikan peluang perbaikan sistem pengawasan dan implementasi
sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar, sehingga dapat menutup celah-celah hukum yang selama ini
memfasilitasi impunitas atas tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan.

Urgensitas penelitian ini sangat mendesak mengingat eskalasi fenomena distribusi hewan melalui model bisnis
online yang semakin masif, sementara perlindungan hukum yang ada sering tertinggal di belakang dinamika
industri digital, sehingga diperlukan parameter hukum baru yang jelas dan responsif terhadap tantangan
kekinian. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan utama tidak hanya bagi akademisi dan pembuat
kebijakan, namun juga aparatur penegak hukum dan pelaku usaha ekspedisi dalam memahami pentingnya
penerapan sanksi pidana berbasis keadilan restoratif yang tidak hanya menimbulkan efek jera, namun juga
membangun kesadaran hukum kolektif terhadap kesejahteraan hewan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan
untuk mengatasi potensi stagnasi penegakan hukum yang dapat menimbulkan risiko impunitas dan berujung
pada terus berulangnya pelanggaran standar distribusi hewan secara daring. Pada akhirnya, penelitian ini
bertujuan untuk mendorong terciptanya sinergitas multidisipliner antara perangkat hukum, instrumen
pengawasan, serta edukasi masyarakat, agar sistem distribusi hewan secara online dapat berjalan selaras dengan
cita-cita perlindungan dan penghormatan terhadap kesejahteraan hewan menurut prinsip-prinsip keadilan yang
adaptif di era digital.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitik
beratkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta putusan pengadilan yang
berkaitan dengan permasalahan distribusi hewan melalui online shop. Fokus penelitian ini adalah menganalisis
pertanggungjawaban pidana distributor hewan dan kemungkinan kelalaian (negligence) dalam distribusi
dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu
menggambarkan secara menyeluruh ketentuan hukum positif yang berlaku terkait kesejahteraan hewan,
kemudian menganalisisnya dengan teori hukum pidana serta prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, guna
menemukan kejelasan atas isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan: dengan menelaah peraturan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
PP No. 95 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

b. Pendekatan konseptual: dengan menelaah doktrin, literatur, dan teori hukum pidana, serta konsep
kesejahteraan hewan untuk menganalisis isu kelalaian distribusi.
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Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 95 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., dan instrumen hukum internasional terkait kesejahteraan hewan.
Bahan hukum sekunder: buku teks hukum, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang
berkaitan dengan hukum pidana dan kesejahteraan hewan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen hukum lainnya
yang relevan. Bahan hukum yang di peroleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu
menguraikan dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan teori
hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Hasil dan Diskusi
Gambaran Umum Praktik Distribusi Hewan Melalui Marketplace di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan e-commerce telah membawa perubahan signifikan terhadap pola
perdagangan hewan di Indonesia. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, hingga TikTok Shop kini
menjadi sarana utama transaksi berbagai jenis hewan, mulai dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing,
burung, ikan hias, hingga hewan eksotis. Secara ekonomi, fenomena ini memberikan keuntungan bagi pelaku
usaha karena memperluas jangkauan pasar dan menekan biaya operasional. Namun, dari sudut pandang hukum
dan kesejahteraan hewan, praktik distribusi melalui marketplace justru menimbulkan persoalan serius.
Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap praktik yang berkembang, sebagian besar distribusi hewan melalui
marketplace masih memperlakukan hewan sebagai objek komoditas biasa. Hewan sering dipaketkan
menggunakan kardus tertutup, botol plastik, atau wadah sempit tanpa ventilasi memadai, tanpa memperhatikan
kebutuhan biologis dan psikologis hewan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
yang menegaskan kewajiban perlakuan layak terhadap hewan dalam setiap proses pemeliharaan dan
pengangkutan.

Marketplace pada umumnya belum memiliki standar operasional prosedur khusus terkait distribusi hewan hidup.
Platform hanya berfungsi sebagai perantara transaksi dan menyerahkan sepenuhnya proses pengemasan serta
pengiriman kepada penjual. Akibatnya, terjadi kekosongan tanggung jawab struktural yang memungkinkan
praktik distribusi tidak layak terus berulang. Dalam banyak kasus, jasa ekspedisi yang digunakan pun merupakan
ekspedisi reguler yang tidak memiliki izin maupun fasilitas untuk pengangkutan hewan hidup. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Regulasi yang ada bersifat
umum dan belum secara spesifik mengatur distribusi hewan melalui sistem e-commerce. Oleh karena itu,
gambaran umum praktik distribusi hewan melalui marketplace di Indonesia mencerminkan lemahnya integrasi
antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan hewan, sehingga
membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum dan penderitaan hewan secara sistemik.

Pertanggungjawaban Pidana Penjual atau Distributor Hewan pada Online Shop yang Tidak Memenuhi
Standar Kesejahteraan Hewan

Pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen hukum yang bertujuan menilai kesalahan pelaku dan
membebankan sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks distribusi hewan melalui online
shop, pertanggungjawaban pidana menjadi relevan ketika penjual atau distributor melakukan perbuatan yang
menyebabkan hewan mengalami penderitaan, luka, stres berat, atau kematian akibat tidak dipenuhinya standar
kesejahteraan hewan. Asas geen straf zonder schuld menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan
apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun
kelalaian (culpa). Dalam praktik distribusi hewan secara daring, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah
kelalaian, seperti tidak memahami kebutuhan dasar hewan selama pengiriman atau mengabaikan risiko yang
dapat ditimbulkan dari metode pengemasan dan pemilihan jasa ekspedisi.

Meskipun dilakukan melalui media digital, kewajiban hukum penjual tidak menjadi hapus. Penjual tetap
bertanggung jawab atas kondisi hewan sejak proses pengemasan hingga hewan diterima oleh pembeli. Apabila
hewan mengalami penderitaan akibat pengiriman yang tidak layak, maka unsur perbuatan pidana dan kesalahan
dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern yang menempatkan kelalaian sebagai
bentuk kesalahan yang dapat dipidana apabila akibat yang timbul seharusnya dapat diperkirakan. Dengan
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demikian, pertanggungjawaban pidana penjual atau distributor hewan melalui online shop merupakan
konsekuensi logis dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan kesejahteraan hewan. Pemidanaan tidak hanya
berfungsi represif, tetapi juga preventif untuk mendorong pelaku usaha menjalankan distribusi hewan secara
lebih bertanggung jawab.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Distribusi Hewan Melalui Marketplace

Pelanggaran dalam distribusi hewan melalui marketplace dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk
utama. Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis kesalahan serta relevansi pertanggungjawaban pidana
yang dapat dibebankan kepada pelaku. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran
pengemasan, pemilihan jasa ekspedisi, durasi perjalanan, penyelundupan hewan, dan penelantaran hewan.
Pelanggaran pengemasan terjadi ketika hewan dikemas tanpa memperhatikan ruang gerak, ventilasi, suhu, serta
keamanan fisik. Pengemasan yang tidak layak berpotensi menyebabkan stres, luka, hingga kematian.
Pelanggaran pemilihan ekspedisi terjadi ketika penjual menggunakan jasa pengiriman reguler yang tidak
memiliki izin atau kompetensi untuk mengangkut hewan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam
memenuhi standar kehati-hatian.

Selain itu, pelanggaran durasi perjalanan juga sering terjadi akibat pengiriman jarak jauh tanpa perencanaan
pemberian makanan dan minuman. Dalam kasus tertentu, marketplace juga digunakan sebagai sarana
penyelundupan hewan, termasuk satwa dilindungi, yang melanggar hukum konservasi. Penelantaran hewan
terjadi ketika penjual tidak melakukan pemantauan kondisi hewan selama proses pengiriman. Bentuk-bentuk
pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa distribusi hewan melalui marketplace tidak hanya melanggar norma
administratif, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan apabila mengakibatkan
penderitaan yang signifikan.

Dampak Pengiriman Hewan yang Tidak Layak

Pengiriman hewan yang tidak layak menimbulkan dampak multidimensional yang luas. Dari sisi hewan, dampak
yang paling nyata adalah penderitaan fisik dan psikologis. Hewan dapat mengalami dehidrasi, gangguan
pernapasan, luka fisik, stres berat, hingga kematian. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kesejahteraan
hewan dan Five Freedoms. Dari sisi kesehatan masyarakat, distribusi hewan tanpa standar kesehatan berpotensi
meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis. Hewan yang stres dan sakit lebih rentan menjadi pembawa
penyakit yang dapat menular kepada manusia. Hal ini menjadikan distribusi hewan tidak layak sebagai persoalan
kesehatan publik, bukan semata isu kesejahteraan hewan.

Dari sisi hukum, pengiriman yang tidak layak menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana bagi
penjual, jasa ekspedisi, maupun marketplace. Selain sanksi pidana, pelaku juga berpotensi menghadapi sanksi
administratif dan perdata. Dampak ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesejahteraan hewan memiliki implikasi
hukum yang kompleks dan luas. Dengan demikian, dampak pengiriman hewan yang tidak layak tidak hanya
merugikan hewan, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan

Kendala Penegakan Hukum terhadap Distribusi Hewan Melalui Online Shop

Penegakan hukum terhadap distribusi hewan melalui online shop menghadapi berbagai kendala struktural dan
teknis. Salah satu kendala utama adalah minimnya pengawasan terhadap transaksi daring. Aparat penegak
hukum kesulitan memantau jutaan transaksi yang terjadi setiap hari di marketplace. Selain itu, belum adanya
regulasi khusus yang mengatur distribusi hewan melalui e-commerce menyebabkan penegakan hukum masih
bergantung pada aturan umum. Rendahnya literasi hukum pelaku usaha terkait kesejahteraan hewan juga
menjadi faktor penghambat. Banyak penjual tidak memahami bahwa kelalaian distribusi dapat berujung pada
sanksi pidana. Kendala lainnya adalah lemahnya pelaporan dari konsumen serta keterbatasan sumber daya aparat
penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak terungkap dan tidak diproses secara
hukum.

Analisis Keterkaitan antara Pertanggungjawaban Pidana dan Kendala Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang
memadai. Kendala pengawasan, regulasi, dan sumber daya aparat secara langsung memengaruhi efektivitas
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penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran distribusi hewan. Analisis ini menunjukkan bahwa lemahnya
penegakan hukum berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, penguatan
pertanggungjawaban pidana harus diiringi dengan perbaikan sistem pengawasan, regulasi khusus, serta
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Perbandingan Hukum Internasional dalam Distribusi Hewan

Praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang,
dan Singapura telah memiliki regulasi khusus terkait distribusi dan transportasi hewan. Regulasi tersebut
mengatur standar teknis secara rinci serta menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Perbandingan ini
memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif
terhadap perkembangan e-commerce. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional, Indonesia dapat
memperkuat perlindungan kesejahteraan hewan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku distribusi hewan melalui marketplace yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan pada prinsipnya
telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU
Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP Kesejahteraan Hewan, dan Pasal 302 KUHP. Pertanggungjawaban pidana
tersebut dapat dikenakan baik kepada pelaku individu maupun korporasi apabila terpenuhi unsur perbuatan
melawan hukum, kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), akibat penderitaan hewan, dan hubungan kausalitas
antara perbuatan dan akibat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik distribusi hewan melalui
online shop belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang mengatur
perdagangan dan pengiriman hewan melalui sistem elektronik, lemahnya standar teknis pengiriman, rendahnya
literasi kesejahteraan hewan, keterbatasan pembuktian forensik, serta belum optimalnya pertanggungjawaban
marketplace dan jasa ekspedisi. Akibatnya, pelanggaran kesejahteraan hewan dalam distribusi daring masih terus
terjadi tanpa penindakan hukum yang tegas.
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